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[ INDONESIAN TEXT — TEXTE INDONESIEN ]

Protokol
tentang Pertukaran Kebudayaan dan Pendidikan
antara Pemerintah Republik Polandia
dan Pemerintah Republik Indonesia
untuk tahun 2008-2011

Pemerintah Republik Polandia dan Pemerintah Republik Indonesia. selanjutnya
disebut “Para Pihak”,

BERKEINGINAN untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan persahabatan
antara kedua bangsa dengan memperdalam kerjasama di bidang kebudayaan,
kesenian, pendidikan, media massa, pemuda dan olahraga:

BERUPAYA untuk mengimplementasikan Persetujuan antara Pemerintah Republik
Polandia dan Pemerintah Republik Indonesia di bidang Kerjasama Kebudayaan dan
Pendidikan, yang telah dibuat di Warsawa pada tanggal 24 April 2003:

TELAH MENYETUJUI Protokol untuk tahun 2008-2011:

Bagian I
Kebudayaan dan Kesenian

Pasal 1

Para Pihak akan mendukung kerjasama antara masing-masing lembaga kebudavaan.

Pasal 2

Para Pihak akan mendukung kerjasama antara lembaga Polandia dan Indonesia vang
berhubungan dengan kesenian visual kontemporer dalam rangka pengaturan pameran.
kunjungan para seniman, kurator, pelestari dan kritikus seni. simposium dan
konperensi serta bentuk-bentuk kegiatan sejenis lainnya dalam bidang-bidang
terscbut.

Pasal 3

Selama masa berlaku Protoko! ini, para Pihak akan mengusahakan pengaturan
pameran seni di negara Pihak yang lain, termasuk pameran seni kontemporer.
Persyaratan pengaturan pameran dimaksud harus disetujui oleh lembaga-lembaga
terkait masing-masing negara.
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Pasal 4

Para Pihak akan mendukung kerjasama antara teater, asosiasi dan lembaga teater

Indonesia dan Polandia, terutama yang terkait dengan:

1) pertukaran kelompok teater;

2) pertukaran spesialis di bidang seni teater (magang, kunjungan studi);

3) pertukaran undangan mengunjungi festival teater, simposium, konperensi dan
acara teater utama lainnya.

Pasal 5

Selama masa berlaku Protokol ini, para Pihak akan mengadakan pertunjukan teater di
negara Pihak yang lain. Penyelenggaraannya akan dilaksanakan oleh lembaga-
lembaga terkait kedua negara.

Pasal 6

Para Pihak akan mendukung pertukaran solois, kelompok musik dan teater dan
partisipasi mereka dalam festival musik dan seni panggung internasional yang
diadakan di kedua negara. Penyelenggaraannya akan disampaikan melalui saluran
diplomatik.

Pasal 7

Para Pihak akan mendukung pertukaran seniman dan kelompok seni rakyat dan
partisipasi mereka dalam acara dan festival seni rakyat yang diadakan di negara Pihak
lain. Pengaturannya akan dilaksanakan oleh lembaga terkait kedua negara.

Pasal 8

Para Pihak akan mendukung kerjasama antara lembaga dan organisasi yang terkait
dengan kegiatan dan seni rakyat amatir.

Pasal 9

1. Para Pihak akan mendukung partisipasi sinematografi negara Pihak lain dalam
festival internasional dan pengkajian film yang diadakan di negara mereka.

Para Pihak akan mendukung pertukaran film dan pertunjukan televisi komersial
dan non-komersial dan akan mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga film
dan perusahaan-perusahaan komersial (studio film dan produser film), terutama di
bidang produksi bersama film dan pertukaran informasi.

to
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Pasal 10

Para Pihak akan mendukung partisipasi bersama dalam festival dan kompetisi seni
vang diadakan di kedua negara, dengan mengirimkan undangan kepada lembaga-
lembaga terkait di negara Pihak lain sebulan sebelum penyeienggaraannya.

Pasal 11

1. Para Pihak akan mendukung kerjasama perpustakaan nasional kedua negara di
bidang pertukaran para ahli, publikasi dan informasi.

2. Para Pihak akan mengupayakan pelaksanaan proyek pendidikan bersama di
bidang baca buku, serta kegiatan penerbitan dan perpustakaan. Penyelenggaraan
kerjasama dimaksud akan diatur oleh lembaga-lembaga terkait kedua negara.

Pasal 12

Para Pihak akan memprakarsai kerjasama lembaga-lembaga yang terkait dengan
promosi pemajuan minat baca dan sastra, mendukung kegiatan penerjemahan dan
penerbitan, serta penyelenggaraan pameran buku, dengan tujuan mengintensitkan
pertukaran kesusasteraan antara kedua negara.

Pasal 13

Para Pihak akan mendukung kerjasama di bidang menejemen arsip, dengan referensi
tertentu untuk menjamin akses terhadap arsip untuk tujuan ilmiah, sosial dan hukum,
serta pertukaran ahli, publikasi dan informasi.

Pasal 14

Dalam memenuhi hukum dan persetujuan internasional yang telah ditandatangani
oleh kedua negara, para Pihak akan mengupayakan pencegahan impor, ekspor dan
transfer secara tidak sah benda-benda yang mengandung warisan budaya kedua
negara.

Pasal 15

Para Pihak akan mendukung kerjasama langsung di bidang arkeologi, manajemen
museum, pemeliharaan dan perlindungan monumen antara lembaga-lembaga
Polandia dan Indonesia yang terkait. Pelaksanaan kerjasama dimaksud akan diatur
oleh lembaga-lembaga terkait kedua negara.
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Pasal 16

1. Kedua Pihak menyambut pembentukan lembaga kebudayaan masing-masing
Pihak di negara Pihak lain.

Para Pihak menyetujui prinsip-prinsip penyelenggaraan lembaga tersebut akan
diatur dalam pengaturan tertulis secara terpisah.

3}

Bagian II
Pendidikan

Pasal 17

Para Pihak akan mendukung kerjasama di bidang pendidikan, dan menciptakan
kondisi yang kondusif bagi terjalinnya hubungan langsung antara semua jenis sekolah
dan lembaga pendidikan lainnya, khususnya melalui:

1) pertukaran informasi di bidang sistem pendidikan;

2) pertukaran pengalaman dan informasi di bidang pelatihan guru;

3) pertukaran pelajar dan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 18

1. Para Pihak akan mendukung kerjasama langsung antara pendidikan tinggi dan
lembaga penelitian terkait kedua negara di bidang:
1) penelitian bersama;
2) pertukaran fakultas; ahli dan staf manajemen untuk meningkatkan kualitas

.« 4 I U TN 7

pendidikan tii‘lggi dan palublpabi dalam seminar dan KOnNgres itmiah;
3) pertukaran publikasi dan informasi ilmiah.

8]

Lembaga-lembaga terkait akan menentukan bidang kerjasama mereka berikut
pengaturan pembiayaannya.

Pasal 19

Pihak Polandia setiap tahunnya akan memberikan kesempatan bagi 2 (dua) orang
untuk belajar di universitas atau magang selama 9 (sembilan) bulan kepada Pihak
Indonesia.

Pasal 20

i. Pihak indonesia setiap tahunnya akan memberikan kesempatan bagi 2 (dua) orang
untuk belajar atau magang selama 9 (sembilan) bulan kepada Pihak Polandia.
Pihak Indonesia setiap tahunnya akan memberikan kesempatan sebanyak-
banyaknya kepada 20 (duapuluh) orang mahasiswa Polandia untuk berpartisipasi
datam program Darmasiswa untuk mempelajari bahasa, kebudayaan dan kesenian
Indonesia.
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Pasal 21

Pihak Indonesia akan mendukung prakarsa yang dilakukan oleh badan-badan
berkompeten perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kursus bahasa Polandia.

Pasal 22

Pihak Polandia akan mendukung prakarsa yang dilakukan oleh badan-badan
berkompeten perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kursus bahasa Indonesia.

Pasal 23

Para Pihak akan mendukung perkembangan hubungan dan kerjasama kepemudaan.
dan mendorong kerjasama antara organisasi pemuda dan lembaga kepemudaan di
kedua negara.

Pasal 24

Kementerian dan lembaga pendidikan terkait kedua Pihak dapat menetapkan program
eksekutif tentang kerjasama langsung dan pelaksanaannya, yang menentukan ruang
lingkup dan bentuk serta penyelenggaraan dan pengaturan pembiayaan pertukaran
tersebut.

Bagian 111
Kerjasama Bidang Lainnya

Pasal 25

Para Pihak akan mendukung perkembangan hubungan dan kerjasama di bidang
olahraga dan mendorong kolaborasi antara federasi dan asosiasi olahraga. serta klub
olahraga.

Pasal 26

1. Para Pihak akan memfasilitasi pembentukan hubungan bilateral antara televisi
dan pemancar radio publik kedua negara.

Para Pihak akan mendukung pertukaran film komersial dan non-komersial serta
acara televisi.

o

Pasal 27

Para Pihak akan mendukung kerjasama dalam kerangka United Nations Educational,
Scientific and Culwral Organisation (UNESCO), dan dalam tingkat bilateral.
kerjasama langsung antara komite nasional kedua negara dalam UNESCO.
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Bagian IV
Pertukaran Orang
Pasal 28
ppr’tnl{or@n arano dalam Pratolnl ini akan dilakcanakan dalam keranola nendidil an
Pertukaran orang dalam Protokol ini akan dilaksanakan dalam kerangka pendidikan.
magang penelitian dan kunjungan jangka pendek di tingkat universitas,

Pasal 29

1. Kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam pertukaran yang disebutkan dalam
Pasal 19 dan 20 Protokol ini, Para Pihak akan menyediakan hal-hal berikut:

Pihak Penerima:

1). Pendidikan bebas uang kuliah di perguruan tinggi dan lembaga penelitian
tanpa pembayaran beasiswa;

2). Menyediakan akomodasi yang dibayar.

Pihak Pengirim:

1). Pembayaran beasiswa untuk biaya tempat tinggal;

2). Membayar biaya asuransi kesehatan dan kecelakaan, termasuk biaya
perawatan di rumah sakit dan biaya transportasi medis, kecuali bila negara
penerima memiliki peraturan untuk memberikan hak perawatan kesehatan
tersebut berdasarkan ketentuan negara penerima.

[y

Dokumen para calon untuk pendidikan universitas dan kegiatan magang
penelitian disampaikan melalui saluran diplomatik negara penerima dengan
tenggat waktu yang telah disetujui oleh para Pihak.

Bagian V
Ketentuan Umum dan Penutup
Pasal 30
Protokol ini tidak menutup kemungkinan adanya bentuk kerjasama lain di bidang

kebudayaan dan pendidikan, dengan ketentuan bahwa kerjasama tersebut telah
disepakati dan disampaikan melalui saluran diplomatik.

Pasal 31

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan
Protokol ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan/atau
negosiasi melalui saluran diplomatik antara para Pihak.
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Pasal 32

Protokol ini dapat diubah, jika dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan tertulis para
Pihak melalui saluran diplomatik.

Pasal 33

Protokol ini mulai berlaku pada hari penandatanganan dan akan tetap berlaku hingga
tanggal 31 Desember 2011.

Protokol ini berlaku sampai berlakunya Protokol baru, tetapi tidak melewati dari 31
Desember 2012.

Dibuat di ARY&OHA.. pada € Med 2093 . dalam rangkap 2, dalam bahasa Polandia.
Indonesia dan Inggris. semua naskah mempunyai kekuatan yang sama. Dalam hal
perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

PEMERINTAH PEMERINTAH
REPUBLIK POLANDIA REPUBLIK INDONESIA

7<\ A ' /Mo///_
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[ POLISH TEXT — TEXTE POLONAIS]

Porozumienie
w sprawie wymiany kulturalnej i edukacyjnej
mig¢dzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzgdem Republiki Indonezji
na lata 2008-2011

Rzad Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzad Republiki Indonezji. zwane dalej
SStronami™,

pragnac rozwija¢ 1 umacnia¢ przyjazne stosunki migdzy obu narodami poprzez
poglebianie wspolpracy w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, mediow,
mtodziezy i sportu,

w celu realizacji Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem
Republiki  Indonezji o wspdlpracy kulturalno-edukacyjnej, sporzadzonej

w Warszawie dnia 24 kwietnia 2003 roku,

uzgodnily nastepujgce Porozumienie na lata 2008 - 2011:

1. Kultura i sztuka

Artykul 1

Strony beda popiera¢ wspdiprace miedzy instytucjami kultury.

Artykul 2

Strony beda popiera¢ wspoiprace migdzy polskimi i indonezyjskimi instytucjami
zajmujgcymi si¢ wspolczesnymi sztukami wizualnymi w zakresie organizacji
wystaw, pobytow artystow, kuratoréw, konserwatoréw i krytykéw sztuki.
sympozjow oraz konferencji i innych form dziatalnosci w tej dziedzinie.

Artykul 3

W okresie obowigzywania Porozumienia Strony be¢da dazyé¢ do organizowania
w kraju partnera wystaw artystycznych, w tym wystaw sztuki wspdlczesnej.
Warunki zorganizowania wystaw zostang uzgodnione migdzy zainteresowanymi
instytucjami obu panstw,
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Artykut 4

Strony begdg popiera¢ wspolprace migdzy polskimi i indonezyjskimi teatrami,
stowarzyszeniami i instytucjami teatralnymi, w szczegdlnosci w zakresie:

1) wymiany zespolow teatralnych;

2) wymiany specjalistow w dziedzinie sztuki teatralnej (staze, pobyty studyjne):

3) wymiany zaproszen na festiwale teatralne, sympozja oraz konferencje i inne
znaczace wydarzenia teatralne.

Artykul 5

W okresie obowigzywania Porozumienia Strony bgda dazy¢ do prezentacji
w kraju partnera spektakli teatralnych. Warunki zostana uzgodnione migdzy
zainteresowanymi instytucjami obu panstw.

Artykul 6

Strony beda popiera¢ wymiang solistow, zespotdw muzycznych i teatralnych oraz
ich udzial w miedzynarodowych imprezach muzyczno-scenicznych, ktoére bedg
organizowane w obu panstwach. Szczegély zostang uzgodnione droga
dyplomatyczng.

Artykul 7

Strony beda popiera¢ wymiane tworcow ludowych i zespotow folklorystycznych
oraz ich udziat w miedzynarodowych imprezach 1 festiwalach folkloru.
organizowanych w kraju partnera. Warunki zostang uzgodnione migdzy
zainteresowanymi instytucjami obu panstw.

Artykul 8

Strony beda popiera¢ wspdlprace instytucji i organizacji zwigzanych z ruchem
amatorskim i sztukg ludowa.

Artykul 9

1. Strony bedg popiera¢ udzial  kinematografii  kraju  partnera
w miedzynarodowych festiwalach i przegladach filmoéw organizowanych
w swoich krajach.

2. Strony begdg popiera¢ komercyjng 1 niekomercyjng wymiang filmow
i audycji telewizyjnych oraz wspieraé wspdiprace miedzy instytucjami
filmowymi 1 firmami komercyjnymi (studiami filmowymi i1 producentami
filmowymi). szczegélnie w zakresie koprodukeji filmowej i wymiany
informacji.

10
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Artykul 10

Strony bedg popiera¢ wzajemny udzial w festiwalach i konkursach artystycznych
organizowanych w obu krajach, kierujac zaproszenia do odpowiednich instytucji
w kraju partnera z co najmniej miesigcznym wyprzedzeniem.

Artykul 11

1. Strony bedg popiera¢ wspdiprace bibliotek narodowych obu krajow
w zakresie wymiany ekspertéw, a takze publikacji 1 informacji.

2. Strony beda dazyé dorealizacji wspdlnych projektow edukacyjnych
w dziedzinie czytelnictwa ksigzek oraz dzialalnosci  wydawniczej
1 bibliotecznej.  Warunki  wspdlpracy  zostang  uzgodnione miegdzy
zainteresowanymi instytucjami obu krajow.

Artykul 12

Strony beda popieraé wspdiprace instytucji zajmujgcych si¢  promocjy
czytelnictwa i literatury, wspieraniem dziatan ttumaczy i wydawcow, a takze
organizacjg targow ksigzki, w celu zintensyfikowania wymiany literackie] migdzy
obu panstwami.

Artykul 13

Strony begda popiera¢ wspotprace w dziedzinie archiwistyki. w szczegdlnosei
w zakresie dostgpu do archiwow dla celow naukowych. spotecznych i prawnych.
wymiany ekspertow, publikacji i informacji.

Artykul 14

Strony beda dazyé, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w danym kraju. a takze
zgodnie z podpisanymi przez obie Strony umowami migdzynarodowymi,
do zapobiegania nielegalnemu wwozowi, wywozowi i przekazywaniu dobr
kultury stanowiacych ich dziedzictwo kulturalne.

Artykut 15

Strony bedg popieraé¢ bezposredniq wspodlprace w dziedzinie archeologii.
muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytkow migdzy zainteresowanymi
instytucjami polskimi i indonezyjskimi. Warunki wspotpracy zostang uzgodnione
mig¢dzy zainteresowanymi instytucjami obu panstw.

11
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Artykul 16

Obie Strony przyjmg z zadowoleniem otwarcie instytucji kulturalnej kazdej
ze Stron w kraju partnera.

Strony uzgadniaja, ze zasady dzialania tej instytucji zostana ustalone
w odrgbnym pisemnym porozumieniu.

I1. Edukacja

Artykul 17

Strony beda popiera¢ wspolprace w dziedzinie oswiaty, a takze stwarzad
odpowiednie warunki do bezposrednich kontaktéw migdzy szkotami wszystkich
lypoOW 1 innymi placowkami funkcjonujacymi w  systemie  o$wiaty.
w szezegolnosel sprzyjajac:

1)
2)
3)

—

1)

2)

3)

wymianie informacji na temat systemow oswiaty;
wymianie doswiadezen i informacji w zakresie ksztalcenia nauczycieli:
wymianie ucznidw i realizacji programow wspotpracy.

Artykul 18

Cirnny hada maniarad hagnadeadnia wandlneaca miadou arlbalarmi arvrezvmi
DUUHY Utlg pPUpPItIal ULZpUSICULIIG YWopUIpLldly LHLIGUZ )y S/z.nulialiil Y57 yiill
i innymi zainteresowanymi jednostkami naukowymi obu krajow w zakresie:

wspdlnych badan naukowych;

wymiany pracownikdéw naukowo-dydaktycznych, ekspertow 1 kadry
zarzadzajacej w celu poprawy poziomu szkolnictwa wyzszego oraz udziatu
w seminariach i kongresach naukowych;

wymiany publikacji naukowych i informacji.

Zainteresowane instytucje uzgodnig dziedziny wspolpracy oraz  warunki
finansowe.

Artykul 19

Strona polska przyzna rocznie Stronie indonezyjskiej lacznie 2 miejsca na studia
lub 9-miesi¢czne staze naukowe.

[N}

Artykul 20

Strona indonezyjska przyzna rocznic Stronie polskiej facznie 2 micjsca
na studia lub 9-miesi¢czne staze naukowe.

Strona indonezyjska przyzna polskim studentom pragnacym uczy¢ sie jezvka.
kultury isztuki Indonezji do 20 miejsc rocznic w ramach Programu
Darmasiswa.

12
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Artykul 21
Strona indonezyjska bedzie popiera¢ inicjatywy podejmowane przez wilasciwe
organy szkol! wyzszych majace na celu zorganizowanie lektoratu j¢zyka

polskiego.

Artykul 22

Strona polska bgdzie popiera¢ inicjatywy podejmowane przez wihasciwe organy
szkét wyzszych majace na celu zorganizowanie lektoratu jezyka indonezyjskiego.

Artykut 23
Strony bedg popieraé rozwoj kontaktow i wspotprace miodziezy, a takze wspierad
wspotpracg miedzy organizacjami mtodziezowymi oraz instytucjami zajmujacymi
si¢ mtodziezg w obu krajach.

Artykul 24
Zainteresowani ministrowie i instytucje edukacyjne obu Stron bgda mogli

zawiera¢ porozumienia o bezposredniej wspdipracy oraz programy wykonawcze,
okreslajace zakres, formy oraz warunki organizacyjne i finansowe wymiany.

I11. Inne dziedziny wspolpracy
Artykul 25

Strony bgdg popieraé rozwoj kontaktow 1 wspdtpracg w dziedzinie sportu, a takze
wspieraé  wspéipracg miedzy federacjami, stowarzyszeniami 1 klubami
sportowymi.

Artykul 26
1. Strony bedg sprzyja¢ nawigzaniu dwustronnych kontaktow miedzy
telewizjami oraz radiofoniami publicznymi obu krajow.
2. Strony bedg popiera¢ komercyjng i niekomercyjng wymiang filmow i audycji
telewizyjnych.
Artykul 27
Strony beda popieraé¢ wspdtprace na forum Organizacji Narodow Zjednoczonych
dla Wychowania, Nauki 1 Kultury (UNESCO) oraz na poziomie bilatcralnym

bezposrednig wspoipracg migdzy swoimi komitetami narodowymi UNESCO.

13
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IV. Warunki wymiany osobowej
Artykul 28

Wymiana osobowa na podstawie niniejszego Porozumienia bedzie sie odbywala
w ramach studiow, stazy naukowych oraz wizyt krotkoterminowych.

Artykut 29

1. Osobom uczestniczacym w wymianie na podstawie artykutéw 19 1 20
ninicjszego Porozumienia Strony zapewnig:

Strona przyjmujgaca:

1) bezplatng nauke w publicznych szkotach wyzszych oraz jednostkach
naukowych, bez wyptaty swiadczen stypendialnych:
2) odplatne zakwaterowanie.

Strona wysylajaca:

1) wyplat¢ $wiadczen stypendialnych obejmujacych koszty zakwaterowania
i utrzymania;

2) ubezpieczenie na wypadek naglego zachorowania lub nieszczesliwego
wypadku, obejmujace koszty pobytu w szpitalu ikoszty transportu
medycznego, chyba ze prawo do $wiadczen zdrowotnych wynika z przepisow
kraju przyjmujacego.

2. Dokumenty kandydatow na studia oraz staze naukowe beda przekazywane
droga dyplomatyczng, w uzgodnionych przez obie Strony terminach.

V. Postanowicnia ogélne i koncowe

Artykul 30
Porozumienie nie wyklucza mozliwosci realizacji innych form wspotpracy
w dziedzinie kultury i edukacji, pod warunkiem uzgodnicnia ich droga
dyplomatyczna.

Artykul 31

Wszelkie kwestie sporne lub réznice interpretacji badz stosowania ninicjszego
Porozumicnia bgdg rozwigzywane w duchu przyjazni, w drodze konsultacji lub
negocjacji droga dyplomatyczna miedzy obu Stronami.
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Artykul 32

Jesli zajdzie taka potrzeba, niniejsze Porozumienie moze zosta¢ zmienione.
za zgoda obu Stron, drogg dyplomatyczng.

Artykut 33

Porozumienie wejdzie w zycie z dniem podpisania i bedzie obowigzywalo do dnia
31 grudnia 2011 roku.

Porozumienie b¢dzie stosowane do dnia wejscia w zycie nowego Porozumienia,
nie dluzej jednak niz do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Podpisano w Navsasmie | dnia XM\“ W03 , w dwdch egzemplarzach.
kazdy w jezykach: polskim, indonezyjskim i angielskim, przy czym wszystkie
teksty sg jednakowo autentyczne. W razie rozbieznosci przy ich interpretacji tekst
angielski bedzie uwazany za rozstrzygajacy.

Z upowaznienia Rzadu Z upowaznienia Rzadu
Rzeczvnosnolitei Polskiei Renubliki Indonezii
‘‘‘‘‘ ypospoite) Folsikae) Repubhll Indonezjl

Qlelp Jubn b
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[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS]

Protocol
on Cultural and Educational Exchanges
between
the Government of the Republic of Poland
and the Government of the Republic of Indonesia
for the Years 2008-2011

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic
of Indonesia, hercinafter referred to as “the Parties™:

DESIRING to develop and strengthen the relations of friendship between the two
peoples by decpening their co-operation in the fields of culture. arts. education.
mass media, youth and sports;

SEEKING to implement the Agreement between the Government of the Republic
of Poland and the Government of the Republic of Indonesia on Cultural and

Educational Co-operation, done at Warsaw on April 24, 2003

HAVE AGREED the following Protocol for the years 2008 — 2011:

Part 1. Culture and Arts
Article 1
The Parties shall support co-operation between their cultural institutions.
Article 2
The Parties shall support co-operation between Polish and Indonesian institutions
concerned with contemporary visual arts in the organisation of exhibitions. visits
by artists, curators, conservators and art critics, symposia and conferences. as well

as other forms of activity in this sphere.

Article 3

During the period of validity of this Protocol, the Parties shall seek to organise
arts exhibitions in the country of the other Party. including exhibitions of
contemporary art. The terms of organising such exhibitions shall be agrecd by the
interested institutions of the two states.

-
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Article 4

\
i
|
|
I
|
|
\

The Parties shall support co-operation between Polish and Indonesian theatres,

associations and theatre institutions, particularly with regard to:

1) exchange of theatre companies;

2) exchange of specialists in the field of theatre art (internships, study visits):

3) exchange of invitations to theatre festivals, symposia, conferences and
other major theatre events.

Article 5

During the period of validity of this Protocol, the Parties shall strive to present
theatre spectacles in the country of the other Party. The particulars shall be
elaborated by the interested institutions of the two states.

Article 6

The Parties shall support exchange of soloists, music and theatre ensembles and
their participation in international musical and stage performances organised in
the two states. The particulars shall be elaborated through diplomatic channels.

Article 7

The Parties shall support exchange of folk artists and groups and their
participation in international folk events and festivals organised in the country of
the other Party. The particulars shall be elaborated by the interested institutions of
the two states.

Article 8

TLe D N Tl T e e

A A S et 1 11 e
ine rarties snain Support CO-Operation oeiwe

betwee

5 S

connected with the amateur movement and folk a
Article 9

1. The Parties shall support the participation of the cinematography of the country

of the other Party in international festivals and film reviews organised in their
countries

2. The Parties shall support commercial and non-commercial exchange of films
and television shows and shall encourage co-operation between film institutions
and commercial enterprises (film studios and film producers), particularly in the
area of film co-production and exchange of information.
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Article 10

The Parties shall support mutual participation in arts festivals and competitions
organised in the two countries, extending invitations to the relevant institutions in
the country of the other Party at least one month in advance.

Article 11

1. The Parties shall support co-operation of the national libraries of the two
countries in the area of exchange of experts, publications and information.
2. The Parties shall strive to implement joint educational projects in the sphere of’

|
|
|
|
|
J
|

readership of books, as well as publishing and library activities. The particulars of
such co-operation shall be elaborated by the interested institutions of the two
countries.

Article 12

The Parties shall stimulate the co-operation of institutions involved in the
promotion of readership and literature, support for the activity of translators and
publishers, as well as organisation of book fairs, with the aim of intensifying the
literary exchange between the two states.

Article 13
The Parties shall support co-operation in the field of archives management. with
particular reference to ensuring access to archives for scientific. social and legal
purposes, as well as exchange of experts, publications and information.

Article 14
In compliance with their laws and international agreements they have signed, the
Parties shall strive to prevent illicit import, export and transfer of cultural goods
constituting their cultural heritage.

Article 15
The Parties shall support direct co-operation in the field of archaeology. museum
management, conservation and protection of monuments between the interested

Polish and Indonesian institutions. The particulars of such co-operation shall be
elaborated by the interested institutions of the two states.
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Article 16

1. Both Parties will welcome the establishment of a cultural institution of each
Party in the country of the other Party.

2. The Parties hereby agree that the principles of operation of the institution will
be elaborated in a separate written arrangement.
Part I1. Education

Article 17
The Parties shall support co-operation in the field of education. and also create
conducive conditions for direct contacts between schools of all types and other
institutions within the system of education, in particular by encouraging:
1) exchange of information on the systems of education:
2) exchange of experience and information relating to teacher training:
3) student exchange and implementation of co-operation programs.

Article 18

1. The Parties shall support direct co-operation between higher schools and other

interested research institutions of the two countries in the field of:
l) joint research:

2) exchange of faculty, experts and management staff for quality improvement of

higher education and participating in scientific seminars and congresses:
3) exchange of scientific publications and information.

2. The interested institutions shall determine the areas of their co-operation and its
financial terms.

Article 19
The Polish Party shall annually grant to the Indonesian Party a total of two places

for university studies or for 9-month research internships.

Article 20

1. The Indonesian Party shall annually grant to the Polish Party a total of two
places for university studies or for 9-month research internships.

2. The Indonesian Party shall annually grant maximum 20 places for Polish
students to participate in the Darmasiswa Program to study the Indonesian
language, culture and arts.
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The Indonesian Party shall support initiatives being undertaken by the competent
organs of higher schools for the purpose of organising a Polish language course.
Article 22

The Polish Party shall support initiatives being undertaken by the competent
organs of higher schools for the purpose of organising an Indonesian language

shall encourage co-operation between youth organisations and institutions
concerned with youth in both countries.

Article 24

I
The interested ministers and educational institutions of both Parties may conclude |
executive programs on direct co-operation and implementation. determining the |
scope and forms as well as organisational and financial terms of exchanges. !

course. |
|
Article 23 |
|
The Parties shall support the development of youth contacts and co-operation. and I
|
i
|
I
|

Part I11. Other Fields of Co-operation ‘

I

Article 25 |

|

|

The Parties shall support the development of contacts and co-operation in the field !

of and shall encourage collaboration between sports federations. |

. AT
associationn: Sports Ciuos.

Article 26

1. The Parties shall facilitate the establishment of bilateral contacts between
public television and radio broadcasters of both countries.

2. The Parties shall support commercial and non-commercial exchange of films
and television shows.

Article 27 |

The Parties shall support co-operation within the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), and on a bilateral level. direct
co-operation between their national committees of UNESCO.

20



1-44988

|
|
‘
l
|
|
\
|
|
|
|

Part IV. Exchange of Persons

Article 28

The exchange of persons under this Protocol shall take place in the framework of
university studies, research internships and short-term visits.

Article 29

1. The Parties shall provide the following to persons taking part in exchanges
pursuant to Article 19 and 20 of this Protocol:

The Receiving Party:
1) tuition-free education in higher public schools and research institutions.
without payment of scholarships;
2) payable accommodation.

The Sending Party:
1) payment of scholarships to cover the costs of room and board:
2) health and accident insurance covering hospital treatment and cost of
medical transport, unless the right to health care is provided under the
regulations of the receiving state.

2. Documents of the candidates for university studies and research internships
shall be conveyed by the diplomatic channels of the receiving state, within
deadlines agreed by the Parties.

Part V. General and Final Provisions

Article 30

This Protocol shall not preclude the possibility of other forms of co-ope
and ed h

agreed through diplomatic channels.

Article 31
Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of

this Protocol shall be settled amicably through consultations or negotiations
through diplomatic channels between the Parties.
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Article 32

This Protocol may be amended, if it is deemed necessary. by mutual consent in
writing between the Parties through diplomatic channels.

Article 33

This Protocol shall enter into force on the day of its signing and shall remain in
force until December 31, 2011.
This Protocol shall be applied until entry into force of a new Protocol. but not
later than December 31, 2012.

Done at WAvs0d | lhis.g.J(LL. day of ,,iﬂ.o.?in duplicate, each in the Polish.
Indonesian and English languages. all texts being equally authentic. In the event
of differences in their interpretation, the English text shall prevail.

For the Government For the Government
of the Republic of Poland of the Republic of Indonesia

——

W Sl At
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